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Abstrak 

Girik merupakan alas hak atas tanah yang diakui sebagai bukti penguasaan meskipun bukan bukti 

kepemilikan konstitutif. Dalam praktik, sering timbul sengketa ketika tanah bergirik diterbitkan 

sertifikat atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan pemegang girik asal. Penelitian ini bertujuan 

mengkaji upaya hukum pemegang girik dalam pembatalan sertifikat serta menganalisis bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data sekunder berupa peraturan 

perundang-undangan, asas hukum, literatur, jurnal, serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan 

bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum positif serta doktrin 

yang relevan. Analisis dilakukan dengan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis, serta 

konstruksi hukum melalui metode teologis dan analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemegang girik memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 

1365 KUHPerdata. Penerbitan sertifikat oleh pihak ketiga atas tanah adat yang dikuasai turun-

temurun tanpa dasar hak yang sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga 

sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mengikat. Putusan ini menegaskan bahwa hak pemegang 

alas hak tradisional tetap mendapat perlindungan, serta pentingnya kehati-hatian lembaga 

pertanahan dalam menerbitkan sertifikat sesuai asas terang dan tunai.  

Kata Kunci: Girik, Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Atas Tanah  

Abstrack 

Girik is a land title recognized as proof of control even though it is not proof of constitutive 

ownership. In practice, disputes often arise when girik land is issued with a certificate in the name 

of a third party without the consent of the original girik holder. This study aims to examine the 

legal efforts of girik holders in canceling certificates and to analyze the forms of legal protection 

that can be provided. The research method used is normative legal with a literature review 

approach, utilizing secondary data in the form of laws and regulations, legal principles, literature, 

journals, and court decisions. Legal material collection techniques involve identifying and 

inventorying relevant positive legal rules and doctrines. Analysis was conducted through 

grammatical and systematic legal interpretation, as well as legal construction using theological 

and analogical methods. The results of the study indicate that girik holders have legal standing to 
file civil lawsuits based on Article 1365 of the Civil Code. The issuance of certificates by third 
parties for customary land that has been controlled for generations without a valid legal basis is 
declared an unlawful act, rendering the certificates legally flawed and unenforceable. This ruling 
affirms that the rights of traditional land rights holders remain protected, as well as the 
importance of caution on the part of land agencies in issuing certificates in accordance with the 
principles of transparency and cash payment. 

Keywords: Girik, Legal Protection, Land Rights Certificate 
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Pendahuluan  

Sertifikat adalah suatu tanda bukti yang sah dan resmi yang dikeluarkan 

oleh pihak yang berwenang untuk mengesahkan suatu pernyataan atau hak.
1
 

Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tertentu. 

Sertifikat ini menjadi bukti sah atas status hukum tanah, yang dapat berupa hak 

milik, hak sewa, hak pakai, atau hak lainnya.
2
  

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikat merupakan hasil dari 

lembaga pemerintah, tetap terdapat kemungkinan adanya ketidakakuratan, baik 

karena kesalahan administratif maupun sebab lainnya.
3
  

Ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 menyatakan: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut 

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut 

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 

Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. 

Tanah girik adalah tanah yang belum memiliki sertifikat resmi dan tidak 

terdaftar di kantor pertanahan setempat. Tanah ini juga tidak memiliki status hak 

eksklusif seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Hak Pakai, atau Hak 

Milik. Karena tidak memiliki status hukum yang kuat, tanah girik rentan terhadap 

sengketa atau klaim kepemilikan yang tidak jelas.
4
   

Sertifikat berfungsi sebagai tanda bukti hak yang diterbitkan bagi pemegang 

hak atas tanah. Dokumen ini disusun berdasarkan data fisik dan data yuridis yang 

telah dicatat dalam buku tanah. Penerbitan sertifikat tanah merupakan proses 

penting dalam sistem hukum pertanahan yang memberikan perlindungan hukum 

terhadap status kepemilikan tanah.
5
 Namun, proses ini sering kali memunculkan 

sengketa, terutama dalam kasus tanah girik. Sengketa tanah ini sering kali 

melibatkan klaim kepemilikan yang bertentangan antara pemegang girik dan 

pemegang sertifikat yang terdaftar secara sah.
6
 

Meskipun sertifikat tanah dirancang untuk memberikan perlindungan 

hukum, sering kali ditemukan sertifikat yang cacat hukum. Hal ini dapat 

menyebabkan sertifikat batal demi hukum, terutama jika merugikan pihak lain.
7
  

Cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tanah sering kali memicu konflik dan 

                                                             
1
 Indira Retno Aryantie, Oemar Moechtar & Angela Melani Widjaja, Pemahaman Seputar 

Sertifikasi Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Jakad Media Publishing, 

Surabaya, 2022, hlm 61. 
2
  Laela Rahmawati, Evy Indriasari & Tiyas Vika Widyastuti, Regulasi dan Pelaksanaan 

Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Rusak, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, 

hlm. 23. 
3
 Jeremias Lemek, Mencari Keadilan, Media Pressindo, Jakarta, 2022, hlm. 75-79. 

4
 Liana Endah Susanti, Hukum Agraria, CV. Beta Aksara, Jawa Timur, 2024, hlm. 67. 

5
 Irene Svinarky & Parningotan Malau, Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif 

Hukum Di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 8 Nomor 1, 2020, hlm.  74.  
6
 Theodorus Lae, Lembaga Adat dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah 

Konsep Menuju Ius Constituendum), K-Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 39.  
7
 Romi Sihombing, Cacat Administrasi: Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa 

Putusan Pengadilan Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 117. 

https://www.google.co.id/search?sca_esv=e74a10221791e7e3&hl=en&sxsrf=AHTn8zrDpsEuCYAeLgB4t_pZgFhzT9ibpg:1740451792429&q=inauthor:%22Laela+Rahmawati%22&udm=36
https://www.google.co.id/search?sca_esv=e74a10221791e7e3&hl=en&sxsrf=AHTn8zrDpsEuCYAeLgB4t_pZgFhzT9ibpg:1740451792429&q=inauthor:%22Evy+Indriasari%22&udm=36
https://www.google.co.id/search?sca_esv=e74a10221791e7e3&hl=en&sxsrf=AHTn8zrDpsEuCYAeLgB4t_pZgFhzT9ibpg:1740451792429&q=inauthor:%22Tiyas+Vika+Widyastuti%22&udm=36


Rizki Fitri Jayanti,  Anriz Nazaruddin Halim, Taqiyuddin Kadir 

 

232 

 

permasalahan di bidang pertanahan yang tidak hanya melibatkan masyarakat, 

tetapi juga lembaga pemerintah terkait.
8
  

Beberapa kasus yang menucul seperti Kasus di Kota Merauke ini berawal 

dari klaim kepemilikan tanah oleh keluarga Mahuze yang telah menguasai tanah 

tersebut secara turun-temurun. Namun pada tahun 1982, tanpa sepengetahuan atau 

persetujuan mereka, diterbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai atas nama Departemen 

Penerangan RI, yang kemudian berpindah ke KORPRI dan RRI. Penerbitan 

sertifikat tersebut didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dianggap 

tidak sah, karena tidak melibatkan pemilik asli tanah. Akibatnya, keluarga 

Mahuze kehilangan akses dan penguasaan atas tanah warisan mereka
9
 

Kasus di Kabupaten Purbalingga, Perkara ini berawal dari adanya gugatan 

perdata yang diajukan oleh Eko Purwanto, selaku Penggugat, terhadap Sanmurdi 

alias Bugil (Tergugat I), Juri Sohari (Tergugat II), serta Kantor Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga sebagai 

Turut Tergugat. Penggugat menggugat para tergugat karena mendalilkan bahwa 

telah terjadi perampasan hak atas tanah milik atau yang dikuasainya secara sah, 

yang kemudian diduga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat 

atas nama Tergugat, tanpa persetujuan dan keterlibatan Penggugat. 

Masalah ini muncul karena belum ada regulasi yang tegas mengatur 

bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang girik asal seiring dengan 

penerbitan sertifikat oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan 

kajian mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap pemegang girik asal 

dan bagaimana mekanisme hukum yang tepat agar hak-hak mereka tidak 

diabaikan dalam proses sertifikasi tanah yang melibatkan pihak ketiga. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi 

pemegang girik asal dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah 

oleh pihak ketiga serta untuk mengeksplorasi potensi konflik dan solusi hukum 

yang dapat diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang girik 

asal. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada 

data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan 

literatur. Dalam  penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yang 

terdiri dari empat jenis pendekatan. Pertama, pendekatan yang diterapkan dalam 

penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan 

pendekatan konseptual. Obyek dalam penelitian ini ialah Perlindungan Hukum 

Terhadap Pemegang Girik Asal Atas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh 

Pihak Ketiga. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan 

bukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup undang-undang, peraturan 

pemerintah, regulasi terkait, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum 

Hasil Penelitian 

Analisis Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Bagi Pemegang 

Girik Asal Untuk Pembatalan Sertifikat Atas Nama Pihak Ketiga  

                                                             
8
 Harrys Pratama Teguh, Hukum Pidana Jabatan & Siber Untuk Notaris, Pohon Cahaya, 

Yogyakarta, 2024, hlm. 83.  
9
 Medina, Perlindungan Hukum Dalam Penguasaan Tanah Negara Dan Implikasi 

Pendaftarannya, Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024, hlm. 1.  



Jurnal Citra Justicia, Volume 26, Number 2, August 2025, page 230-251  

 

233 

 

Sengketa pertanahan antara pemegang girik asal dengan pemegang sertifikat 

atas nama pihak ketiga merupakan bentuk konflik agraria yang kerap terjadi di 

Indonesia.
10

 Persoalan ini muncul ketika tanah yang telah lama dikuasai oleh 

individu berdasarkan girik, yang merupakan bukti administratif penguasaan tanah 

di masa lalu, tiba-tiba diterbitkan sertifikatnya atas nama pihak lain tanpa 

sepengetahuan atau persetujuan pihak penguasa asal. Dalam hal ini, pemegang 

girik mengalami kerugian dan kehilangan hak atas tanah yang dikuasainya secara 

historis dan faktual.
11

 

Keberadaan sertifikat tanah merupakan bagian integral dari upaya 

pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
12

 

Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) sebagai bentuk pengakuan dan bukti tertulis atas hak seseorang 

atau badan hukum terhadap sebidang tanah tertentu.
13

 Sertifikat ini berfungsi 

sebagai alat bukti hukum yang sah dan kuat dalam kaitannya dengan kepemilikan 

atau penguasaan tanah, karena telah melalui proses administrasi dan pendaftaran 

tanah secara sistematis. 

Sertifikat tanah tidak hanya mencatat data fisik tanah seperti lokasi, luas, 

batas-batas, dan peta bidang tanah namun juga memuat data yuridis, yakni 

identitas subjek hukum yang memiliki hak atas tanah tersebut serta jenis hak yang 

melekat padanya.
14

 Dalam praktiknya, sertifikat tanah menjadi instrumen vital 

dalam transaksi pertanahan, seperti jual beli, hibah, pewarisan, atau jaminan kredit 

(hak tanggungan), karena memberikan jaminan hukum kepada para pihak yang 

terlibat.
15

 

Salah satu bentuk hak atas tanah yang paling banyak dikenal dan memiliki 

kedudukan tertinggi dalam hierarki hak atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik 

(SHM). SHM merupakan jenis hak atas tanah yang paling kuat, penuh, dan 

bersifat permanen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak milik adalah hak 

turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Sertifikat Hak Milik diberikan khusus kepada Warga Negara Indonesia, dan tidak 

dapat dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing, kecuali dalam bentuk 

hak atas tanah lainnya seperti Hak Pakai.
16

 

Keistimewaan dari sertifikat hak milik adalah sifatnya yang tidak dibatasi 

oleh waktu, sehingga pemiliknya memiliki keleluasaan untuk menggunakan, 

memanfaatkan, dan mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
17

 Pemilik SHM juga memiliki hak untuk menjadikan tanah tersebut 

sebagai objek jaminan kredit melalui pengikatan hak tanggungan. 
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Sertifikat tanah dan SHM tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi 

juga memiliki dimensi yuridis yang harus selalu diuji secara hati-hati dalam setiap 

proses peralihan hak dan penyelesaian sengketa. Kepastian hukum yang dijanjikan 

melalui keberadaan sertifikat harus dibarengi dengan keterbukaan informasi, 

keakuratan data, dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pendaftaran. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik agraria dan mewujudkan 

keadilan substantif dalam penguasaan serta pemilikan tanah di Indonesia. 

Kedudukan Para Pihak Dalam Sengketa Pertanahan  

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Girik Asal  

Pemegang girik asal yang merasa haknya dilanggar akibat penerbitan 

Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pihak ketiga yang tidak sah berhak untuk 

meminta pembatalan sertifikat tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan oleh 

negara harus mencakup pengakuan terhadap hak-hak adat dan penguasaan fisik 

tanah, meskipun prosedur administrasi pertanahan belum sepenuhnya diikuti. 

Dalam hal ini, peraturan pertanahan nasional seharusnya tidak mengabaikan 

kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, negara 

bertanggung jawab untuk menjamin hak atas tanah yang telah dikuasai oleh 

masyarakat hukum adat, sebagaimana tercermin dalam teori perlindungan hak 

asasi manusia yang diusung oleh Hadjon. 

Perlindungan hukum bagi pemegang girik asal memiliki peran yang sangat 

penting dalam kerangka keadilan agraria dan kepastian hukum di Indonesia.
18

 

Meski girik bukan merupakan sertifikat hak atas tanah yang terdaftar di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), namun girik tetap memiliki nilai yuridis sebagai 

bukti penguasaan fisik dan historis atas tanah yang telah diwariskan secara turun-

temurun atau dikuasai berdasarkan hukum adat maupun riwayat transaksi 

sebelumnya. 

Sengketa pertanahan ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di 

pengadilan. Harahap menjelaskan bahwa sengketa hukum, terutama yang 

berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, dapat diselesaikan dengan mengajukan 

gugatan perdata yang bertujuan untuk membatalkan sertifikat yang tidak sah dan 

memperbaiki kesalahan administrasi yang terjadi. 

Menurut Harahap gugatan perdata dalam sengketa pertanahan harus 

mengedepankan prinsip rechtvaardigheid atau keadilan substansial, yang berarti 

bahwa pengadilan tidak hanya menilai bukti administratif, tetapi juga fakta-fakta 

materiil seperti penguasaan fisik atas tanah, serta riwayat kepemilikan tanah yang 

sah. Penggugat yang merupakan pemegang girik asal harus dapat menunjukkan 

bukti penguasaan tanah secara turun-temurun dan bahwa tanah tersebut tidak 

pernah dipindah-tangankan ke pihak lain tanpa sepengetahuan mereka. 

Penyelesaian sengketa berdasarkan teori M. Yahya Harahap sangat penting, 

terutama dalam konteks pertanahan, karena memberikan kerangka hukum yang 

terstruktur, objektif, dan terukur bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan 

konflik secara sah dan beradab.
19

 Dalam praktik hukum Indonesia, teori 

penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Harahap menekankan pentingnya 

mekanisme hukum formal (litigasi) dan mekanisme administratif, yang dapat 

dijadikan dasar dalam mencari keadilan, khususnya dalam kasus-kasus pertanahan 
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seperti konflik antara pemegang girik dan pemegang sertifikat.
20

 Berikut ini 

penjelasan mengapa penyelesaian sengketa menurut teori M. Yahya Harahap 

sangat penting : Memberikan Jalan Keluar yang Pasti secara Hukum, Menjamin 

Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan, Menghindari Tindakan Main 

Hak Sendiri, Menjadi Sarana Pembatalan Sertifikat yang Cacat dan 

Menumbuhkan Rasa Keadilan Substantif dan Formal 

b. Penyelesaian Sengketa Pertanahan antara Pemegang Girik Asal dan 

Pemegang Sertifikat  

Penyelesaian sengketa atas konflik tersebut dapat ditempuh melalui dua 

jalur utama, yakni jalur litigasi dan jalur non-litigasi, yang keduanya memiliki 

karakteristik serta kelebihan masing-masing. 

1) Jalur Litigasi (Penyelesaian melalui pengadilan)  

Jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan, 

yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gugatan 

biasanya diajukan oleh pemegang girik sebagai penggugat terhadap pemegang 

sertifikat dan Kantor Pertanahan (sebagai turut tergugat) untuk meminta 

pembatalan sertifikat hak atas tanah. 

2) Jalur Non-Litigasi (Penyelesaian secara administratif dan Mediasi)  

Sebagai alternatif terhadap penyelesaian di pengadilan, sengketa pertanahan 

juga dapat diselesaikan secara administratif atau melalui mediasi, khususnya 

jika pemegang girik ingin menghindari proses peradilan yang panjang.  

3) Faktor Penentu Keberhasilan Penyelesaian Sengketa  

Beberapa faktor penting yang menentukan efektif tidaknya penyelesaian 

sengketa tersebut antara lain sebagai berikut : 

a) Kelengkapan dan Kekuatan Bukti yang Dimiliki Pemegang Girik 

Dalam setiap penyelesaian sengketa, alat bukti menjadi elemen sentral 

yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan, baik oleh pengadilan maupun lembaga administratif.  

b) Peran Aktif Lembaga Terkait: BPN, Pemerintah Desa, dan Pengadilan 

Pemerintah desa memegang peranan penting dalam memberikan data 

awal riwayat tanah, menerbitkan surat keterangan tanah, serta 

menjembatani komunikasi antara masyarakat dan BPN. Keterangan dari 

pemerintah desa kerap menjadi acuan utama dalam proses pendaftaran 

atau saat perkara masuk ke ranah sengketa. 

Lembaga peradilan menjadi tempat terakhir penyelesaian jika upaya 

administratif dan mediasi gagal. Oleh karena itu, hakim harus memiliki 

kepekaan tinggi dalam menilai alat bukti secara menyeluruh, tidak semata-mata 

terpaku pada dokumen formal, tetapi juga pada bukti penguasaan fisik dan 

sejarah pemilikan tanah. 

Dasar Sengketa  

Dasar utama terjadinya sengketa dalam kasus pertanahan antara pemegang 

girik asal dan pemegang sertifikat pihak ketiga berakar pada perbedaan sumber 

pembuktian hak atas tanah yang diakui dalam praktik, namun memiliki kekuatan 

hukum yang berbeda. Sengketa muncul ketika tanah yang secara fisik telah 

dikuasai oleh seseorang atau keluarganya secara turun-temurun berdasarkan bukti 

kepemilikan berupa girik, tiba-tiba diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) atas nama pihak lain (pihak ketiga). 
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Dasar sengketa ini adalah konflik antara penguasaan tanah berdasarkan 

bukti adat (girik) dan penguasaan formal berdasarkan bukti sertifikat, yang 

berimplikasi pada pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan keadilan bagi 

pihak yang telah lebih dahulu menguasai tanah tersebut. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala upaya 

yang diberikan kepada subjek hukum untuk melindungi hak-haknya dari tindakan 

sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun oleh pihak lain, dalam bentuk 

preventif maupun represif. Pemegang girik asal telah kehilangan haknya secara 

sepihak akibat penerbitan sertifikat kepada pihak ketiga tanpa adanya proses 

verifikasi yang transparan dan akuntabel. 

Dalam sengketa tanah antara pemegang girik dan pemegang sertifikat, jalur 

non-litigasi dapat dilakukan melalui pengaduan ke Kantor Pertanahan (ATR/BPN) 

atau permohonan pembatalan sertifikat melalui mekanisme administrasi. Apabila 

tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melalui litigasi, yaitu mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pembatalan sertifikat atas nama 

pihak ketiga. 

Upaya Hukum yang Ditempuh 

Dalam menghadapi sengketa pertanahan yang terjadi akibat diterbitkannya 

sertifikat hak atas tanah oleh pihak ketiga, pemegang girik asal memiliki hak 

konstitusional dan legal untuk menempuh upaya hukum guna memperjuangkan 

hak atas tanah yang selama ini dikuasainya. Upaya hukum ini dapat dilakukan 

melalui dua jalur, yakni jalur administratif dan jalur peradilan (litigasi), sesuai 

dengan kerangka hukum pertanahan di Indonesia. 

Upaya hukum yang ditempuh tersebut tidak terlepas dari landasan teoritik 

dalam hukum, yaitu teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan teori 

penyelesaian sengketa dari M. Yahya Harahap, yang memberikan perspektif 

mendalam mengenai bagaimana seharusnya hukum berpihak kepada pihak yang 

dirugikan dan bagaimana sengketa harus diselesaikan secara adil. 

a. Upaya hukum secara administratif (Non Litigasi)   

Upaya hukum administratif ditempuh dengan cara mengajukan permohonan 

pembatalan sertifikat kepada Kantor Pertanahan atau Kementerian ATR/BPN, 

sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Pemegang girik dapat menyampaikan pengaduan atau keberatan atas 

penerbitan sertifikat, dengan melampirkan bukti penguasaan tanah seperti girik, 

bukti jual beli adat, keterangan saksi, dan surat keterangan dari kelurahan/desa. 

Berdasarkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, langkah 

ini merupakan perlindungan hukum preventif, di mana negara melalui lembaga 

administrasi pertanahan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sebelum 

berkembang menjadi perkara di pengadilan.
21

 Tujuannya adalah agar hak 

masyarakat terlindungi dari tindakan administratif yang sewenang-wenang, seperti 

penerbitan sertifikat tanpa konfirmasi kepada penguasa tanah secara nyata.
22

 

Apabila proses administratif ini berjalan efektif, penyelesaian dapat dicapai 

melalui mediasi atau klarifikasi yang difasilitasi oleh BPN, dan apabila ditemukan 
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adanya cacat prosedur, maka sertifikat dapat dibatalkan secara administratif Objek 

Gugatan. 

b. Upaya hukum melalui jalur peradilan (Litigasi) 

Apabila upaya administratif tidak membuahkan hasil atau tidak memberikan 

kepastian hukum, maka pemegang girik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri terhadap pemegang sertifikat sebagai tergugat, dan Kantor Pertanahan 

sebagai turut tergugat. Tujuannya adalah untuk meminta pembatalan sertifikat 

yang telah diterbitkan secara melawan hukum dan mengakui hak penggugat atas 

tanah tersebut.
23

 

Gugatan ini termasuk dalam sengketa perdata keperdataan, sebagaimana 

dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, yang mengkategorikan sengketa hak milik 

atas tanah sebagai perkara perdata murni yang dapat diselesaikan melalui proses 

pembuktian di pengadilan. 

Dalam pandangan Yahya Harahap, fungsi peradilan adalah sebagai sarana 

untuk memulihkan kembali hak-hak yang dirugikan, bukan hanya untuk 

memberikan sanksi, melainkan juga untuk menegakkan prinsip keadilan 

substantif. Oleh karena itu, apabila terbukti bahwa penggugat memiliki bukti 

penguasaan yang sah dan bahwa proses penerbitan sertifikat oleh tergugat 

dilakukan secara tidak sah, maka majelis hakim berwenang untuk membatalkan 

sertifikat dan memulihkan kembali hak atas tanah kepada penggugat. 

c. Tujuan dari Upaya Hukum 

Upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang girik asal dalam menghadapi 

sengketa pertanahan bukan semata-mata untuk memenangkan perkara, melainkan 

untuk memulihkan hak yang telah dilanggar, memperoleh kepastian hukum, dan 

mendapatkan perlindungan dari negara terhadap tindakan yang merugikan.
24

 

Dalam praktiknya, penerbitan sertifikat kepada pihak ketiga seringkali dilakukan 

tanpa memperhatikan penguasaan fisik dan bukti kepemilikan yang sah dari 

pemegang girik, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata dan berkelanjutan. 

Secara umum, tujuan dari dilakukannya upaya hukum oleh pemegang girik 

adalah sebagai berikut : 

1) Memulihkan Hak atas Tanah yang Dilanggar; 

Tujuan utama dari upaya hukum adalah untuk mengembalikan hak 

penguasaan dan/atau kepemilikan tanah kepada pihak yang benar, dalam hal ini 

pemegang girik yang telah menguasai tanah secara fisik, turun-temurun, dan 

memiliki bukti administratif seperti girik, surat jual beli adat, dan dokumen 

pendukung lainnya. 

2) Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Negara; 

Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, salah satu fungsi utama hukum 

adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, baik melalui 

upaya preventif maupun represif. Upaya hukum dalam sengketa pertanahan 

bertujuan agar negara hadir secara konkret dalam melindungi warganya dari 

tindakan sewenang-wenang, termasuk dalam hal ini penerbitan sertifikat tanpa 

dasar hukum yang sah. 
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Dengan menempuh jalur administratif maupun jalur litigasi, pemegang girik 

menuntut agar negara melalui aparaturnya bertanggung jawab dan menjalankan 

fungsinya untuk melindungi hak-hak keperdataan masyarakat secara adil. 

3) Menjadi Dasar Penertiban dan Reformulasi Kebijakan Pertanahan; 

Upaya hukum yang ditempuh dalam kasus pertanahan juga dapat menjadi 

preseden atau rambu hukum yang mendorong evaluasi terhadap kebijakan dan 

prosedur administrasi pertanahan di masa mendatang. Ketika masyarakat aktif 

menempuh jalur hukum, hal ini menjadi sinyal bahwa masih terdapat kelemahan 

dalam sistem pengawasan dan pelayanan agraria. Dengan ini tujuan dari upaya 

hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif dan struktural, 

dalam rangka mendorong negara untuk lebih hati-hati, transparan, dan akuntabel 

dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan hak atas tanah. 

Upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi pemegang girik 

asal  

Sengketa pertanahan antara pemegang girik asal dan pemegang sertifikat 

atas nama pihak ketiga merupakan persoalan yang sering muncul dalam praktik 

hukum agraria di Indonesia.
25

 Sengketa ini biasanya berakar pada dualitas klaim 

hak antara penguasa tanah secara fisik yang mendasarkan kepemilikannya pada 

bukti girik atau alas hak adat, dengan pihak lain yang memperoleh hak atas tanah 

melalui sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
26

 

Dalam kerangka hukum, pemegang girik asal berhak mendapatkan 

perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam teori Perlindungan Hukum 

oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat dapat dilakukan melalui dua cara, yakni: 

a. Perlindungan hukum preventif, yaitu pencegahan terjadinya pelanggaran 

terhadap hak masyarakat melalui kebijakan administratif dan pengawasan 

terhadap proses pendaftaran tanah; 

b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah 

terjadi pelanggaran hak, melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti 

keberatan administratif, gugatan ke pengadilan, atau pembatalan sertifikat. 

Dalam permasalahan pertanahan ini, pemegang girik yang haknya dirugikan 

akibat penerbitan sertifikat oleh pihak ketiga dapat menempuh upaya hukum 

represif melalui mekanisme : 

a. Keberatan ke Kantor Pertanahan (BPN) dengan menyertakan bukti 

penguasaan dan riwayat tanah; 

b. Permohonan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila 

sengketa berkaitan dengan keputusan administratif penerbitan sertifikat; 

Upaya hukum ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap, yang 

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata harus ditempuh melalui jalur 

hukum formal demi mencapai tiga tujuan utama: perlindungan, kepastian hukum, 

dan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui peradilan bukan hanya 

menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan rujukan legal terhadap siapa yang 

sebenarnya memiliki hak yang sah atas tanah yang disengketakan.
27

 Oleh karena 
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itu, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam kasus ini tidak dapat 

dipisahkan.
28

 Perlindungan hukum bertujuan menjamin hak-hak konstitusional 

pemegang girik atas tanah, sedangkan penyelesaian sengketa adalah instrumen 

yuridis untuk menegakkan perlindungan tersebut dalam ranah praktis.
29

 Keduanya 

menjadi satu kesatuan yang saling menopang dalam memastikan tidak adanya 

penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pertanahan dan tidak terjadi 

kriminalisasi terhadap penguasa tanah yang sah secara sosial dan historis.
30

 

Integrasi perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam upaya 

pembatalan sertifikat hak milik atas nama pihak lain  

Penyelesaian sengketa tanah akibat penerbitan sertifikat di atas girik, tidak 

cukup hanya dengan melihat aspek hukum formil semata, namun harus 

diintegrasikan dengan perlindungan hukum substantif terhadap pihak yang secara 

nyata telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Integrasi antara 

pendekatan preventif dan represif dari Hadjon serta pendekatan litigasi dari 

Harahap menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa pemegang girik 

tidak kehilangan haknya hanya karena belum bersertifikat. 

Hal ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat, 

pemerintah, dan lembaga hukum untuk menciptakan sistem pertanahan yang 

berkeadilan, tidak diskriminatif, serta berpihak pada penguasa tanah yang sah 

secara historis dan sosial. Maka dari itu, pemegang girik perlu didukung tidak 

hanya melalui upaya hukum formal, tetapi juga dengan reformasi administrasi 

pertanahan yang lebih transparan dan partisipatif.. 

Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Girik Asal Untuk Dilakukan 

Pembatalan Atas Penerbitan Sertifikat Untuk Pihak Ketiga 

Peralihan hak atas tanah seringkali tidak diiringi dengan sistem pendaftaran 

yang tertib dan transparan.
31

 Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih hak atas 

tanah, antara pemilik tanah yang menguasai secara fisik berdasarkan alas hak 

lama seperti girik, dengan pihak ketiga yang telah memperoleh sertifikat dari 

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keadaan ini memunculkan potensi sengketa 

pertanahan, yang salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui pembatalan 

sertifikat. Pembatalan sertifikat biasanya diajukan oleh pihak yang merasa haknya 

dirugikan atas penerbitan sertifikat tersebut, terutama apabila dalam proses 

penerbitannya terdapat cacat hukum atau administrasi. 

Secara hukum, dasar pembatalan sertifikat dapat ditemukan dalam Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mengatur bahwa sertifikat dapat dibatalkan 

apabila terdapat kekeliruan prosedural, manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau 

tumpang tindih hak. Kasus seperti ini cukup sering terjadi di Indonesia, mengingat 

masih banyak tanah yang belum terdaftar secara resmi, dan masyarakat masih 

banyak menggunakan girik sebagai bukti penguasaan tanah. Dalam berbagai 
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putusan pengadilan, sering ditemukan bahwa penerbitan sertifikat oleh BPN 

dilakukan tanpa melibatkan pemilik awal, tanpa proses pengumuman secara 

terbuka di tingkat kelurahan/desa, atau bahkan tanpa verifikasi riwayat tanah yang 

sah. 

Pembatalan sertifikat hak atas tanah bisa terjadi karena adanya cacat hukum 

atau administratif dalam proses penerbitannya. Hal ini cukup sering terjadi di 

Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih menggunakan bukti kepemilikan 

tanah lama seperti girik, petok D, atau letter C yang belum disertifikatkan. 

Dalam hal pertanahan, perlindungan hukum represif merupakan bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau adanya 

tindakan yang merugikan hak seseorang. Perlindungan ini bertujuan untuk 

memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan keadilan kepada pihak yang 

dirugikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
32

 Bagi pemegang girik asal 

yang merasa haknya atas tanah telah dilanggar akibat diterbitkannya sertifikat hak 

milik (SHM) kepada pihak ketiga, terdapat beberapa bentuk upaya hukum represif 

yang dapat ditempuh, antara lain : 

1. Keberatan Administrasi kepada BPN   

Tujuan dari keberatan administratif ini adalah agar BPN melakukan 

penelitian ulang terhadap proses penerbitan sertifikat yang dianggap cacat hukum 

atau melanggar prosedur. Jika terbukti ada pelanggaran administratif, BPN 

memiliki kewenangan untuk meninjau ulang atau membatalkan sertifikat tersebut 

berdasarkan ketentuan internal, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri 

ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 

Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Proses administratif ini seringkali tidak menghasilkan pembatalan langsung 

karena sifatnya terbatas dan tergantung pada penilaian pejabat BPN. Oleh karena 

itu, jika tidak ada solusi dari proses ini, pemegang girik dapat melanjutkan dengan 

upaya hukum berikutnya.. 

2. Permohonan Pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  

Pemegang girik asal dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta 

pembatalan atas keputusan tersebut. Dalam hal ini, penerbitan sertifikat dipandang 

sebagai produk hukum tertulis oleh pejabat tata usaha negara yang memiliki 

kekuatan hukum, namun dinilai melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, 

misalnya dilakukan tanpa pengecekan riwayat kepemilikan yang sah atau tanpa 

pengumuman di desa selama 30 hari sebagaimana prosedur pendaftaran tanah. 

Jika hakim menilai bahwa terdapat cacat administrasi atau pelanggaran prosedur, 

maka PTUN dapat membatalkan sertifikat yang sudah diterbitkan. 

3. Gugatan ke Pengadilan Negeri (Perdata) 

Selain ke PTUN, pemegang girik juga memiliki hak untuk menempuh jalur 

perdata melalui Pengadilan Negeri, khususnya jika perkaranya tidak semata-mata 

menyangkut tindakan administrasi negara, tetapi juga menyangkut penguasaan 

fisik atas tanah, pengakuan hak milik, atau bahkan adanya indikasi penyerobotan 

tanah oleh pihak yang memegang sertifikat. 

Upaya melalui pengadilan negeri biasanya menjadi pilihan utama jika tanah 

tersebut memang telah dikuasai secara fisik oleh pemegang girik atau turun-
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temurunnya, dan terdapat bukti kuat berupa girik, saksi-saksi, surat pernyataan 

ahli waris, dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). 

Keberadaan sertifikat hak milik merupakan bentuk pembuktian administratif 

tertinggi atas suatu bidang tanah.
33

 Namun, perlu dipahami bahwa kepemilikan 

hak atas tanah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sertifikat, melainkan 

juga oleh penguasaan riil dan alas hak yang sah, termasuk alas hak tradisional 

seperti girik. Hal ini menjadi dasar dalam pengakuan dan perlindungan hukum 

terhadap pemegang girik asal, terutama apabila terdapat tindakan administratif 

seperti penerbitan sertifikat oleh pihak lain yang tidak memiliki dasar perolehan 

hak yang sah. 

Perkara ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kepemilikan 

tanah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sertifikat, tetapi juga oleh 

penguasaan faktual, alas hak, dan itikad baik. Oleh karenanya, pemegang girik 

asal tetap dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai, selama mampu 

membuktikan haknya melalui jalur hukum yang tersedia. 

a. Kedudukan Hukum Pemegang Girik 

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, girik bukan merupakan tanda 

bukti hak milik atas tanah, melainkan bukti penguasaan fisik dan pembayaran 

pajak tanah (historisnya, pajak bumi dan bangunan/PBB atau pajak hasil bumi). 

Meskipun girik tidak termasuk dalam daftar hak-hak yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun 

dalam praktik peradilan, girik tetap dianggap sebagai bukti awal kepemilikan atau 

penguasaan yang sah atas tanah, terlebih jika didukung bukti lain seperti : 

1) Surat riwayat tanah 

2) Surat keterangan kepala desa/lurah 

3) Bukti turun-temurun penguasaan 

4) Pembayaran pajak secara rutin 

Kedudukan hukum pemegang girik dapat dianggap memiliki hak 

keperdataan (civil rights) yang dapat dipertahankan di hadapan hukum apabila 

timbul sengketa, meskipun belum ditingkatkan menjadi hak milik yang terdaftar 

di BPN. 

b. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Girik 

Perlindungan hukum terhadap pemegang girik menjadi sangat penting. 

Mengacu pada teori Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, misalnya dengan 

melakukan pengukuhan hak melalui proses sertifikasi resmi ke BPN sebelum 

pihak lain mengklaim kepemilikan. Pemegang girik dapat mengurus dokumen 

lengkap seperti surat riwayat tanah, surat keterangan dari kepala desa atau lurah, 

serta melakukan pengukuran ulang agar mendapatkan perlindungan administratif 

dan yuridis. Langkah ini sangat krusial mengingat tanah yang belum bersertifikat 

tetap terbuka kemungkinan untuk diklaim oleh pihak ketiga. 

Namun ketika sengketa telah terjadi dan hak pemegang girik terancam 

akibat penerbitan sertifikat kepada pihak lain, maka yang berlaku adalah 

perlindungan hukum represif. 

c. Penyelesaian Sengketa dari Kacamata Hukum yang Berlaku 
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Fenomena pembatalan sertifikat oleh pengadilan bukanlah hal yang langka. 

Banyak putusan pengadilan, baik di tingkat negeri, PTUN, maupun Mahkamah 

Agung, yang memutuskan untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah yang 

terbukti diterbitkan secara tidak sah, terutama jika tanah tersebut telah dikuasai 

oleh pihak lain secara sah dan turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun sertifikat memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak yang paling kuat, 

namun tetap bisa dibatalkan apabila terbukti melanggar prinsip keadilan, asas 

legalitas, serta tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses 

penerbitannya. 

Dengan demikian, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa 

pertanahan, pemegang girik memiliki dasar hukum dan peluang untuk 

mempertahankan hak atas tanahnya, baik melalui jalur administratif maupun 

litigasi. Oleh karena itu, tesis ini menekankan pentingnya mengkaji secara 

mendalam analisis terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang 

girik asal, serta perlindungan hukum yang layak diberikan oleh negara dalam 

rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pertanahan 

nasional. 

Perlindungan hukum terhadap pemegang girik asal bukanlah sekadar 

pengakuan terhadap keberadaan dokumen lama, melainkan merupakan pengakuan 

terhadap hak keperdataan yang sah dan diperoleh secara jujur dan nyata. Perkara 

ini memberikan preseden penting bahwa hukum harus berpihak pada keadilan 

substantif dan tidak hanya terjebak dalam formalitas administratif yang bisa saja 

cacat atau disalahgunakan.
34

 Perlindungan substansif adalah konsep keadilan yang 

menekankan isi atau substansi dari suatu kebijakan, peraturan, atau putusan 

hukum, bukan hanya pada prosedur atau tata caranya.
35

 Perlindungan ini 

berorientasi pada hasil akhir yang adil bagi semua pihak, terutama mereka yang 

secara faktual mengalami kerugian atau ketidakadilan, meskipun secara formal 

atau prosedural hukum tampak sudah dijalankan. 

Dalam sistem pertanahan Indonesia yang masih diwarnai banyak persoalan 

tumpang tindih kepemilikan dan keterbatasan literasi hukum, pendekatan 

semacam ini sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan yang merata bagi 

seluruh warga negara  

Kesimpulan  

 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang girik asal dalam 

menghadapi penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) atas nama pihak ketiga 

adalah melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan 

berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ini bertujuan untuk 

membatalkan SHAT yang diterbitkan tanpa proses peralihan hak yang sah, serta 

untuk menuntut pengakuan atas hak atas tanah yang selama ini dikuasai secara riil 

dan berkelanjutan oleh pemegang girik. 

Perlindungan hukum terhadap pemegang girik tetap dijamin selama dapat 

membuktikan penguasaan fisik dan alas hak yang sah seperti Girik Penggugat 

berhasil membuktikan penguasaan tanah yang disengketakan oleh keluarganya 

tanpa pelepasan hak kepada pihak lain Majelis Hakim menyatakan bahwa SHAT 

atas nama Tergugat cacat hukum karena diterbitkan tanpa prosedur yang benar 

                                                             
34
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verifikasi lapangan dan riwayat peralihan hak yang sah sehingga sertifikat tersebut 

harus dibatalkan Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi perbuatan 

melawan hukum di Pengadilan Negeri di mana pengadilan tidak hanya menilai 

bukti formil tetapi juga penguasaan fisik dan riwayat kepemilikan tanah 

menegaskan bahwa keadilan substantif harus diutamakan dalam sengketa 

pertanahan jika terbukti ada pelanggaran hak keperdataan dan prosedur 

pertanahan nasional. 
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